Adapun dasar dan alasan diajukannya Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1.

Perlu dipahami dan diketahui bahwa terlahirnya lembaga Praperadilan adalah karena
terinspirasi oleh prinsip-ptinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam
sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi
manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang
melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum
pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (dkga) atau tegasnya melaksanakan
hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan
terthadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-

ketentuan hukum yang betlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu
KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP Jo. Bab VIII Undang Undang No. 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut
UUKPK), secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan
horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum
(ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap
penggunaan wewenang apabila  dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan
maksud/tujuan lain di lvar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna
menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon.
Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP
identik dengan lembaga pre #rial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip
Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang
beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah
suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan
oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut



telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya
tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di
dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah
untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal,
sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang
dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar
dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan
tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau
perundang-undangan lainnya.

Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan

lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:

1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap
tindakan hukum harus didasatkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti 1a

harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.

2) Gant rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang
diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukt-bukti yang
menyakinkan sebagai akibat dati sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak
mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.

3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan
mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan
maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan
melaksanakan putusan hukum itu.

4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan
semula yang diduga telah melakukan kejahatan.



5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari
aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia
belaka.

Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga
Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap
tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk Termohon sebagai salah satu
institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (i7
casu Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas
tethadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.

Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan
penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan
secara tegas dalam Konsiderans Menimbang buruf (a) dan () KUHAP dengan sendirinya
menjadi spirit atau rub atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

(a) “Babwa Negara Republik Indonesia adalab negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala
warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintaban dan wajib menjunjung
bukum dan pemerintaban itu dengan tidak ada kecualinya.”’

(c) “ babwa pembangunan bukum nasional yang demikian itu di bidang bukum acara pidana adalah
agar masyarakat menghayati hak dan kewafibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap
para_palaksana penegak bukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah
tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terbadap harkat dan marlabat manusia, ketertiban
serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar
1945.”

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf
ke-6 yang berbunyi:



“..Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana beriujuan, agar masyarakat dapat
menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para
pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearab tegak mantabnya
bukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluburan harkat serta
martabat manusia, kelertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara
Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada
persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang
petkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP),
juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95
menyebutkan bahwa :

(1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berbak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan,
dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya alau hukum yang diterapkan,

(2)  tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau abliwarisnya atas penangkapan atau penahanan
serta lindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau Rarena kekeliruan
mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang
perkaranya tidak digjukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77.

dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau
penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan
hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan
seseorang, #n casu adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh

Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan.



Bahwa mendasari substansi pada poin 7 di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai
berikut:

a.  Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun
Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan

seseorang menjadi Tersangka.

b.  Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana
korupsi, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh KPK/Termohon, akan
menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat

seseorang #n casu Pemohon.

c.  Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka in cas# Pemohon tanpa
melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka

nama baik dan kebebasan seseorang #n cas» Pemohon telah dirampas.

d. Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagai
Tersangka adalah cacat yuridis, tindakan Termohon tersebut masih diikuti tindakan
lain berupa pencekalan, adalah merupakan pembunuhan karakter yang berdampak
tercemarnya nama baik Pemohon, Keluarga, Institusi Polri sebagai lembaga Negara
yang sah menurut Pasal 30 UUD Negara RI 1945.

e.  Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-
wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun matenl.
Kerugian moril sulit ditentukan besarnya untuk seorang calon Kapoln yang telah
mempunyai legitimasi melalui lembaga Kompolnas, Polri, Lembaga Kepresidenan,
DPR RI, sedangkan kerugian materiil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

f.  Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon berupa pembeberan kepada media
massa secara lendencius merupakan tindakan yang melanggar azas presumption of
innocence (praduga tak bersalah) yang mengungkapkan kepada publik status Pemohon
sebagai Tersangka yang sama sekali tuduhan tersebut tidak pernah dikonfirmasi



kepada Pemohon dan/atau Institusi Pemohon, bahkan saksi-saksi yang terkait
dengan perkara 4 guo belum ada yang diperiksa Termohon.

g-  Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana yang dimaksud huruf e di
atas dibuktikan dengan perkara 4 guo yang diawali dengan tindakan yuridis berupa
dibuatnya Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-
04/KPK/01/2015 tanggal 12 Januari 2015, dan pada hati yang sama diterbitkan
Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari
2015. Kemudian esok harinya pada tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB
Termohon mengumumkan melalui media massa tentang status Tersangka terhadap
Pemohon, dengan menyatakan bahwa penyidik KPK telah mempunyai lebih dari 2
(dua) alat bukt.

h.  Bahwa dalam waktu satu hari, yaitu pada tanggal 12 Januari 2015, Termohon baru
membuat laporan kejadian tindak pidana korupsi bersamaan dengan penerbitan surat
perintah penyidikan, dan satu hari kemudian yaitu pada tanggal 13 Januari 2015
Termohon telah menetapkan Pemohon dengan status sebagai Tersangka, sehingga
ada beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan sesuai dengan KUHAP, tetapi
tidak dilakukan oleh Termohon.

Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak
mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal
itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut
harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang
dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan
yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik KPK. Tentunya, hakim tidak
dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak
diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk
menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas
telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:



10.

Pasal 10 ayat (1):

“Pengadilarn dilarang menolak untuke memeriksa, mengadile dan memulus suatn perkara yang deaukan
dengan dalih babwa bukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya’.

Pasal 5 ayat (1):

keadilan yang bidup dalam masyarakal”.

Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah
satu proses dati sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP,
oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar
sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku.
Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat
sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi
yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk
mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu
proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.

Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum
terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi
objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain
penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam
pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri
Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah
Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak
sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka,
Pengadilan ~ Negeri  Jakarta  Selatan  dalam  perkara  Praperadilan  No.
38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel.  telah menerima dan mengabulkan permohonan
Praperadilan dengan menyatakan antara lain ”tidak sah menurut hukum tindakan

Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”.



11.

12.

Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan
dan yuriprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut
umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang
salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh
penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika
kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-
wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan.

Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka 77 casu# Pemohon, yang tidak
dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang
untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan
melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai
dengan spirit atau rub atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17
UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berbak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permobonan,
pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdala, maupun adminisirast serta diadili
melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memibak, sesuai dengan hukam acara yang menjamin
pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan

benar’.

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan: “Sefigp orang berbak atas pengakuan,
Jjaminan, perlindungan dan kepastian bukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur
petlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Tetlebih lagi, negara Republik Indonesia telah meratifikasi International Covenant On Civil
and Political Right/Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politk (“ICCPR”),
yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan
Politikk) (“UU KOVENAN INTERNASIONAL”). ICCPR yang telah diratifikasi melalui
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telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAIL, maka pengujian atas
keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui
lembaga Praperadilan #elab secara sab mengalami perluasan sistematis (de systematische
interpretatie) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi
atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka
secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada
pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (2) Sah atau tidaknya
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b)
ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada

tingkat penyidikan atau penuntutan.

I1. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

A. FAKTA-FAKTA

1.  Bahwa Pemohon adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut
sebagai “Polti”). Mengawali kariernya di institusi Polri sejak lulus dari Akademi
Kepolisian pada Tahun 1983, hingga sampai Tahun 2015 ini, Pemohon telah menjadi
perwira tinggi Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi, serta menjabat sebagai
Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI (Kalemdikpol Polri).

2.  Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri selalu siap diserahi tugas, jabatan, maupun
tanggung jawab apapun sesuai ketentuan Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “UU Polri”) dan
perundang-undangan terkait lainnya.

3. Bahwa sebagaimana diberitakan secara luas di media massa, Presiden Republik
Indonesia telah mengeluarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor:
R-01/Pres/01/2015 tertanggal 9 Januari 2015, perihal Pembethentian dan
Pengangkatan Kapolri (selanjutnya disebut sebagai “Surat Presiden RI”), yang
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ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”).
Pada pokoknya Surat Presiden RI tersebut berisi permintaan persetujuan kepada
DPR RI untuk mengangkat Pemohon sebagai Pejabat Kepala Kepolisian Republik
Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Kapolri”) menggantikan Bapak Jendral
Polisi Sutarman. Berkaitan dengan hal itu, Pemohon sama sekali tidak
mencampurinya, mengingat hal tersebut adalah wewenang mutlak Presiden Republik
Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pemohon pada tanggal 14 Januari 2015, telah memenuhi undangan/panggilan
dari DPR RI untuk menjalani fiz & proper test (in casu, Uji Kelayakan & Kepatutan)
sebelum DPR RI mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Surat Presiden RI 2 gwo.

Bahwa namun demikian, sebagaimana diberitakan secara luas di media massa, pada
tanggal 13 Januari 2015 Termohon mengumumkan pada kbalayak ramai dalam press
conference (jumpa petrs/pemberian keterangan di depan media massa) bahwa
Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B
UU Tipikot, dimana dikatakan oleh Termohon bahwa hal itu sehubungan dengan
dugaan tetjadinya transaksi mencutigakan/tidak wajar dan/atau dugaan penerimaan
hadiah atau janji.

Dalam hal ini, Termohon tidak pernah memberikan pemberitahuan atau surat
apapun kepada Pemohon yang berhubungan dengan keterangan mengenai
persangkaan pasal-pasal dan peristiwa pidana yang mengakibatkan Pemohon
ditetapkan sebagai Tersangka.

Bahwa juga dalam keterangannya di media massa, dikatakan oleh Termohon bahwa
penyelidikan perkara tersebut telah dilakukan sejak bulan Juli Tahun 2014, namun
baru pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 diyakini oleh Termohon bahwa ada
tindak pidana dimaksud yang dilakukan oleh Pemohon pada periode Tahun 2004 —
2006 saat Pemohon menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SDM Mabes
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Polri. Namun di sisi lain juga dikatakan oleh Termohon bahwa telah pernah
dilakukan expose perkara dimaksud pada Tahun 2013.

Bahwa Pemohon sama sekali tidak tahu-menahu peristiwa yang disangkakan kepada
Pemohon oleh Termohon terkait peristiwa tertentu yang mana? Seperti apa
kejadiannya ? Di mana dan kapan ? Jika terkait dengan rekening Pemohon, rekening
yang mana ? Tanggal berapa ? Pada transaksi spesifik yang mana dalam rekening
Pemohon dan jumlahnya berapa ? Siapa yang memberi hadiah atau menyuap
Pemohon ? Hal ini terjadi karena memang sejatinya Pemohon sama sekali tidak
pernah dimintai keterangan oleh Termohon, sejak kurun waktu 2004-2006, 2010,
2013 dan 2014.

Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali diundang maupun dipanggil oleh
Termohon untuk dimintai keterangannya terkait proses penanganan perkara yang
berhubungan dengan dugaan/tuduhan/sangkaan bahwa Pemohon diduga telah
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam tingkat penyelidikan maupun
penyidikan oleh Termohon. Sekali lagi, sama sekali tidak pernah.

Bahwa lebih lanjut, penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut
ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan terhadap diri Pemohon oleh Termohon.
Tidak berhenti sampai di situ, Termohon juga melakukan upaya pencegahan terhadap
anak dari Pemohon. Pemohon tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti perihal
petistiwa yang dituduhkan kepadanya itu sebenarnya seperti apa, kapan dan
bagaimana (bukankah Pemohon sama sekali tidak pernah dipanggil apalagi dimintai
keterangan oleh Termohon terkait perkara yang sedang dilakukan
penyelidikan/penyidikannya oleh Termohon untuk selanjutnya digunakan sebagai
dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ?1?).
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10.

11.

Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa tetlebih dahulu dilakukan
Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang
betbunyi “Penyidikan adalab serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpnlkan bukti yang dengan buksi itu
membuat  lerang tentang lindak pidana yang lerjadi dan guna menemukan tersangkanyd’.
Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan
mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari
bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya. Akan tetapi pada
kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka
baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi dan
melakukan penyitaan terhadap rekening-rekening yang berhubungan dengan

Pemohon.

Bahwa Termohon adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU KPK.
Dalam pelaksanaan tugas maupun wewenangnya, Termohon direpresentasikan oleh
Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi, dimana berdasarkan Pasal 21 jo.
Pasal 39 ayat (2) UU KPK, Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) Komisioner yang
bekerja secara kolektif. Hal mana sampai dengan saat dikeluarkannya Surat Presiden
RI, dikeluarkannya penetapan sebagai Tersangka, dilaksanakannya Fit and Proper Test
oleh DPR RI, hingga tanggal Permohonon Praperadilan ini, Pimpinan
KPK/Termohon hanya betjumlah 4 (empat) orang. Oleh karena itu segala keputusan
yang diambil oleh Pimpinan KPK i7 casu, termasuk penetapan Pemohon sebagai
Tersangka harus didasarkan pada keputusan 5 (lima) komisioner KPK, dengan
demikian keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada hari Selasa,
tanggal 13 Januari 2015 cacat yuridis.
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B. TENTANG HUKUMNYA

B.1. Termohon Tidak Mempunyai Kewenangan untuk Melakukan Penyelidikan
dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terthadap Pemohon

1.  Bahwa berdasarkan Pasal 11 UU KPK, Termohon mempunyai wewenang dalam
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang (a)
melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada
kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
atau penyelenggara negara, (b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan
(© menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar
Rupiah).

2.  Bahwa dalam perkara ini, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak
pidana yang dilakukan pada saat Pemohon menjabat sebagai Karobinkar (Kepala Biro
Pembinaan Karir), yang merupakan jabatan administratif dengan golongan eselon II.

3.  Bahwa jabatan sebagai Karobinkar tersebut, tidak termasuk dalam pengertian dan
pihak-pihak/jabatan yang disebutkan dalam Pasal 11 UU KPK, sehingga perbuatan
Pemohon dalam jabatannya sebagai Karobinkar tidak menjadi bagian dari tindak
pidana korupsi yang dapat ditangani oleh Termohon, karena (i) jabatan Karobinkar
bukan merupakan aparat penegak hukum, dimana Karobinkar tidak memiliki
kewenangan sebagai penyelidik/penyidik (aparat penegak hukum), dan (i) jabatan
tersebut tidak termasuk dalam pengertian sebagai penyelenggara negara mengingat
jabatan tersebut bukan termasuk eselon satu. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU KKN”), yang termasuk
penyelenggara negara adalah (1) pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara, (2)
pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara, (3) Menteri, (4) gubernur, (5) hakim, (6)
pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan (7) pejabat lain yang memiliki fungsi setrategis dalam kaitannya
dengan penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

15



B.2.

betlaku. Sedangkan, pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU
KKN dijabarkan dalam penjelasannya antara lain, Pejabat Eselon I dan pejabat lain
yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan bahwa jabatan Karobinkar merupakan
jabatan yang dipegang oleh pejabat Eselon II, maka Karobinkar tidak termasuk dalam

pengertian penyelenggara negara.

Bahwa dengan demikian, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perbuatan/tindakan yang diduga
sebagai tindak pidana korupsi yang dipersangkakan terhadap Pemohon dalam
jabatannya sebagai Karo Binkar yang merupakan pejabat Eselon II. Oleh karena itu,
penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, merupakan bentuk
kesewenang-wenangan sehingga penetapan tesebut haruslah dinyatakan tidak sah.

Pengambilan Keputusan Oleh Termohon Untuk Menetapkan Pemohon
Sebagai Tersangka Adalah Tidak Sah Karena Tidak Dilaksanakan
Berdasatkan Hukum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 21 UU KPK, Serta
Melanggar Asas Kepastian Hukum yang menjadi Prinsip Fundamental
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Termohon.

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian fakta-fakta di atas, Termohon sebagai
representasi Pimpinan KPK adalah Penyidik dan Penuntut Umum serta menjadi
Penanggung Jawab Tertinggi dari lembaga KPK, yang beranggotakan 5 (lima)
komisioner dan bekerja secara koleksif (vide. Pasal 21 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (4),
dan ayat (5) UU KPK). Pengertian kolektif telah diterangkan secara tegas dalam
Penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU KPK, yakni “Setigp pengambilan keputusan harus disetujui

dan diputuskan secara bersama-sama oleb Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”.
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Bahwa menurut hukum, mengenai soal pengambilan keputusan, Termohon terikat
(gebonden) pada ketentuan yang bersifat mengatur (regeler) sebagaimana disebutkan
dalam ketentuan Pasal 21 UU KPK yang telah disebutkan dalam urian di atas. Oleh
karenanya, ketentuan itu menjadi Aturan Dasar yang berlaku mengikat bagi
Termohon dalam setiap pengambilan keputusan.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) tersebut di atas Mahkamah Konstitusi
melalui Putusan Nomor. 49/PUU-XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013, yang
pada intinya menolak permohononan judicial review yang meminta dibatalkannya
ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28
D ayat 1 UUD 1945, disebutkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan
adanya ketentuan “bekerja secara kolektif” sebagai berikut :

“.... kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian
sehingga tidak disalabgunakan. Dari pertimbangan itulah menurut
Mahkamah Konstitusi cukup beralasan bahwa UU KPK yang menentukan
Pimpinan KPK mengambil keputusan secara kolektif kolegial (vide pasal 21
ayat (5) UU KPK), karena hal itu antara lain untuk menghindari kekeliruan
atau kesalahan dalam mengambil tindakan yang luar biasa. Hal tersebut
dimaksudkan agar KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil
keputusan hukum dalam pemberantasan korupsi, karena jika tidak demikian
atau hanya diberikan kewenangan kepada seorang ketua atau dengan
keputusan mayortas anggota pimpinan, akan dikhawatirkan adanya
kesalahan dan kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik
Iain dari luar KPK ...”

“Bahwa oleh karena kasus-kasus tertentu yang ditangani oleh KPK, menurut
Mahkamah, yang dalam pengambilan keputusannya harus disetujui oleh
seluruh pimpinan KPK (vide pasal 21 ayat (5) UU KPK) merupakan kebijakan
dari pembentuk undang-undang yang bersifat terbuka (opened legal policy).
Mahkamah menilai bahwa kewenangan yang kolektif kolegial tidak
menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, melainkan justru
kepemimpinan kolektif kolegial adalah demi kepastian hukum serta
menghindari  kekeliruan dan  kesalahan  dalam  melaksanakan
kewenangannya”.

Bahwa penetapan seseorang menjadi Tersangka oleh Termohon, adalah salah satu
bentuk nyata dari pengambilan keputusan oleh Termohon. Sehingga penetapan menjadi
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Tersangka dimaksud, terikat pada Aturan Dasar sebagaimana disebutkan di atas. Pada
faktanya, pengambilan keputusan untuk menetapkan Pemohon menjadi Tersangka,
dilakukan sekitar tanggal 12 Januari 2015, sebagaimana diuraikan pada bagian fakta-
fakta di atas. Pada tanggal tersebut, jumlah Pimpinan Termohon bukan 5 (lima)
orang, melainkan hanya 4 (empat) orang. Berdasarkan hal tersebut, maka
pengambilan keputusan atau penetapan Pemohon menjadi Tersangka oleh
Termohon dilakukan tidak sesuai dengan Aturan Dasarnya (i7 casu, Melanggar Aturan
Dasarnya atau Tidak Berdasarkan Hukum). Oleh karenanya, Penetapan dimaksud
adalah Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat.

8.  Pelanggaran terhadap Aturan Dasar pengambilan keputusan 4 guo, adalah sekaligus
sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas yang fundamental dalam pelaksanaan tugas
dan wewenang Termohon, tepatnya asas Kepastian Hukum (v7de. Pasal 5 huruf a UU
KPK). Oleh karenanya semakin jelas, bahwa menurut hukum Penetapan dimaksud
sesungguhnya adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

B.3. Penggunaan Wewenang Termohon, Menetapkan Status Tersangka Terhadap
Diri Pemohon, Dilakukan Untuk Tujuan Lain Di Luar Kewajiban Dan Tujuan
Diberikannya Wewenang Termohon Tersebut. Hal Itu Merupakan Suatu
bentuk Tindakan Penyalahgunaan Wewenang atau Abuse of Power.

9. Bahwa lembaga KPK dibentuk dan/atau “dilahirkan” oleh UU KPK. Tugas dan
wewenang Termohon telah disebutkan dan diatur secara tegas dalam UU KPK
termasuk juga meliputi upaya penyelidikan maupun penyidikan yang di dalamnya
termasuk wewenang untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka (vide. Bab VI
UU KPK). Tugas maupun Wewenang Termohon terkait penyelidikan/penyidikan
juga diatur dalam undang-undang lain yang terkait, yakni UU Tipikor maupun
KUHAP (#de. Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1) UU KPK).
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10.

11.

Bahwa tujuan dibentuknya Termohon melalui UU KPK adalah berkaitan dengan
pemberian wewenang yang melekat dalam diri Termohon sebagaimana tersebut di
atas, di mana tujuan itu adalah sangat mulia, yakni untuk meningkatkan dayaguna dan
hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi (##de. Pasal 4 UU KPK), yang
mutlak selaras dengan kewajiban yang melekat pada Termohon untuk menegakkan
sumpah jabatan (#de. Pasal 15 huruf d UU KPK), serta asas-asas yang fundamental
pelaksanaan wewenangnya khususnya asas kepastian hukum (in casu, Asas dalam
Negara bukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan
keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya) dan asas proporsionalitas (i

casu, Asas yang mengulamakan Fkeseimbangan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta

kewajibannya) (vide. Pasal 15 huruf e Jo. Pasal 5 UU KPK).

Bahwa namun demikian, dalam melaksanakan wewenangnya terkait proses
penyidikan, khususnya dalam menetapkan status Pemohon menjadi Tersangka,
ternyata hal itu dilakukan oleh Termohon dengan tujuan lain di luar tujuan yang
harus selaras dengan kewajibannya, maupun asas yang fundamental pelaksanaan
wewenangnya. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang telah

diuraikan sebelumnya di atas, tepatnya:

a) Penetapan status Tersangka (Pemohon), dilakukan melalui proses
pengambilan keputusan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan
hukum dan/atau Melanggar Aturan Dasarnya atau Tidak berdasarkan hukum
dan melanggar asas kepastian hukum (#7de uraian bagian B.1 di atas);

b) Penetapan status Tersangka (Pemohon) dilakukan dengan dilandasi oleh
semangat untuk “wengambil alib” atau “mengintervensi’ atau “mempengarubi” hak
prerogatif Presiden RI dalam menentukan calon Kapolri yang selanjutnya
akan dimintakan persetujuannya kepada DPR RI.

Hal ini dapat terlihat dari pernyataan Termohon yang sangat tendensius dan
terkesan sangal arogan, yang pada pokoknya seolah-olah Presiden sebagai
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus meminta pendapat kepada
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12.

KPK untuk menentukan seseorang sebagai Pejabat Negara padahal
ketentuan tersebut tidak diatur dalam konstitusi RI dan bertentangan dengan

hak prerogratif Presiden RI.

Termohon sendiri telah mengetahui, dan mengerti bahwa berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pemberhentian
Pejabat Kapolri dan pengangkatan Pejabat Kapolri baru, yakni dalam
ketentuan UU Polri, proses penunjukan calon Kapolr untuk dimintakan
persetujuan kepada DPR RI adalah mutlak wewenang Presiden (vide Pasal
11 ayat (1) dan ayat (2) UU Polri). Tegasnya, permasalahan tersebut berada
di luar batas wewenang maupun tanggung jawab Termohon, bahkan sama
sekali bukan wewenang maupun tanggung jawab Termohon. Akan tetapi,
Termohon terlihat memaksa untuk dilibatkan.

Hal-hal tersebut di atas, jelas merupakan tindakan Termohon yang tidak sesuai
dengan tujuan didirikannya Termohon serta diberikannya wewenang kepada
Termohon untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka oleh UU KPK, sekaligus
melanggar asas Kepastian Hukum yang menjadi fundamental pelaksanaan tujuan dan
wewenang Termohon sebagaimana disebutkan di atas.

Bahwa upaya Termohon untuk merampas dan mengintervensi wewenang Presiden RI
serta selanjutnya menegubkan upayanya itu dengan cara menetapkan status Tersangka dengan
cara yang salah sebagaimana tersebut di atas, sungguh merupakan sebuah
‘troni/ paradoks’, mengingat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut di
atas Termohon seharusnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif serta bahkan pihak-pihak lain
maupun keadaan dan situasi apapun (ide. Pasal 3 UU KPK). Ketentuan yang
melindungi dan mengharuskan Termohon untuk independen bebas dari intetvensi itu
seharusnya juga diterapkan oleh Termohon dalam hubungannya dengan wewenang
yang dimiliki oleh pihak lainnya (i# casu, Presiden RI) guna menjaga profesionalitas
dan keseimbangan/ proporsionalitas dalam kehidupan bernegara (namun sungguh
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13.

B.4.

14.

tragis yang terjadi justru sebaliknya, Termohon berupaya untuk “mengintervens?”).
Upaya Termohon yang bertentangan dengan undang-undang dimaksud jelas
menunjukkan bahwa Termohon mempunyai tujuan lain (i casu, mengintervensi dan
merusak keseimbangan kebidupan bernegara) yang jelas tidak sesuai dengan tujuan
didirikannya Lembaga KPK serta diberikannya wewenang kepada Termohon untuk

menetapkan seseorang sebagai Tersangka.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penetapan Status Tersangka
tethadap Pemohon oleh Termohon dimaksud, adalah tidak sah serta tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian pula proses penyidikan terhadap
Pemohon serta tindakan-tindakan lainnya dalam penyidikan setelah adanya Penetapan
Status Tersangka terhadap diri Pemohon, termasuk di antaranya permintaan
pencegahan atas diri Pemohon adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

Keputusan Termohon untuk menetapkan status Pemohon Sebagai
Tersangka, tanpa pernah sama sekali memanggil dan atau meminta
keterangan Pemohon secara resmi, adalah Tindakan Yang Bertentangan
Dengan Asas Kepastian Hukum Yang Menjadi Fundamen Pelaksanaan
Wewenang Termohon Berdasarkan UUKPK.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam melaksanakan wewenang
Termohon untuk menjalankan penyelidikan/penyidikan (i7 casu, termasuk di dalam
wewenang penyidikan tersebut terkandung wewenang untuk menetapkan Tersangka),
mutlak harus dilakukan berdasarkan asas fundamental yang disebutkan dalam Pasal 5
huruf (a) UU KPK, yaitu asas Kepastian Hukum. Asas Kepastian Hukum memiliki

pengertian Asas dalam Negara bukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan dan keadslan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya.
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15.

Bahwa asas Kepastian Hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi
prosedur yang telah digariskan oleh hukum acara. Berdasarkan ketentuan Pasal 38
ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU KPK, hukum acara yang diatur dalam KUHAP juga
betlaku bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh
Termohon. Dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHAP,
didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada perstiwa pidana secara
tertangkap tangan. Laporan/aduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi
dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyelidikan tersebut menjadi dasar
untuk dapat dilakukannya penyidikan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan
sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya
penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu
“ serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dati pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP, maka untuk mencapai proses
penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
(penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan
bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat
ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka
dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang
suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-
tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan
bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan
terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkain prosedur
tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai
proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan
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penyelidik/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak
asasi yang harus dilindungi.

Berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, Eddy OS Hiariej,
dalam bukunya yang berjudul Teorz dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan
seseorang sebagai TERSANGKA, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan
“bukti permulaan”. Eddy OS Hiariej kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang
dimasudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP,
apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah
petunjuk. Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa kata-kata ‘bukti permulaan’ dalam
Pasal 1 butir 14 KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks
hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence.
Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang
akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi
rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk
bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan
kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dan dalam
rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai
tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukt
permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula
dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak
mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada
Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk
mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan
yang tidak wajar.

Hal tersebut sangat terkait dengan ranah hukum pembuktian, oleh karenanya perlu
dijelaskan lebih lanjut perihal pembuktian yang ditulis dalam buku Eddy OS Hiariej
tersebut di atas, bahwa dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti
dan persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah
kebenaran materiil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah
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dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada
tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukd,
maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau

menemukan tersangkanya.

Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif
hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha
mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum,
terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara,
serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak
dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa senditi dalam menilai alat bukd,
dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,.

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian
memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk
mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak,
objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan dari
suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian
sangatlah esensi karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran matenil.
Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana
sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan
penyidikan. Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih
rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.

Mengingat dalam perkara ini adalah perkara korupsi yang ditangani oleh Termohon,
oleh karenanya bukti permulaan yang cukup harus didasarkan pada dua alat bukt
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) UU KPK yang pada pokoknya secara
tegas dan jelas mengatur bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada
apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan
diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (beyond

reasonable doubt).
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16.

Namun, dalam hal ini, Termohon seolah acuh tak acuh terhadap segala hal yang
sangat prinsipil tersebut, entah karena tidak tahu ataupun tidak mau tahu, yang mana
hal tersebut disadari atau tidak disadari oleh Termohon adalah merupakan bentuk
pendzaliman terhadap Pemohon.

Bahwa dalam kenyataannya, penetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon oleh
Termohon sama sekali tidak pernah didahului dengan proses pemanggilan serta
permintaan keterangan terhadap diri Pemohon, baik di tingkat penyelidikan maupun
di tingkat penyidikan. Padahal, dilihat dari Pasal yang disangkakan kepada Pemohon
(¢n casu, Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B UU Tipikor jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) adalah pasal-pasal yang tergolong sebagai tindakan
menerima suap dan menerima gratifikasi. Adalah hal yang sangat tidak patut / dan di luar
kewajaran apabila terhadap diri Pemohon tidak pernah dimintai klarifikasi/
keterangan sama sekali atas indikasi/sangkaan menerima suap/gratifikasi (in casy,
Menurut keterangan Termohon dalam pemberitaan di media massa, hal itu terkait
7aliran dana” atau “transaksi mencurigakan” dalam rekening Pemohon dan dalam
petiode tahun 2004 — 2006 saat Termohon menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan
Karier SDM Mabes Polri) baik selama penyelidikan maupun penyidikan.

Bahwa Termohon membiatkan dirinya mengambil keputusan menetapkan Pemohon
sebagai Tersangka tanpa pernah mengkonfirmasi kepada Pemohon “aliran dana”
maupun “transaksi mencurigakan” dalam rekening Pemohon. Jika hal ini dianggap
patut, maka tentunya hal tersebut dapat membawa akibat yang sangat
“menyeramkan” di kemudian hari, yakni bisa saja setiap orang (in casx, Pegawai
Negeri maupun Pejabat Negara) yang “tidak disukai” akan ditetapkan menjadi
Tersangka hanya dengan melihat adanya aliran dana transfer vang di rekeningnya,
tanpa perlu dimintai keterangan dari yang bersangkutan. Padahal bisa jadi aliran dana
itu berasal dari sebuah peristiwa atau transaksi yang wajar (misal: hasil jual beli tanah

atau rumah atau titipan atau kesalahan transfer dari pihak ketiga).

Di samping itu, dari beberapa berita di media, diperoleh informasi bahwa Termohon

dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan alat bukt yang berupa
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Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK. Jika benar ada LHA tersebut, maka
darimana dan dengan cara bagaimana LHA tersebut dapat diperoleh oleh Termohon?
Menurut peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 15 tahun 2002
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang), aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang
untuk meminta/menerima LHA dari PPATK pada waktu itu adalah Penyidik Polri
dan/atau Kejaksaan. Terkait dengan sangkaan atas tindak pidana yang saat ini
dipersangkakan terhadap Pemohon pada dasarnya telah dilakukan penyelidikan oleh
Polri pada tahun 2010 berdasarkan LHA yang diberikan oleh PPATK kepada Polmn.
Namun dari hasil penyelidikan tersebut, tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana
pencucian uang dan/atau korupsi, sehingga kasus tersebut tidak diteruskan dalam
tingkat penyidikan.

Apabila LHA yang digunakan sebagai dasar bagi Termohon untuk menetapkan
Pemohon sebagai Tersangka tersebut berasal dari PPATK dan merupakan LHA yang
sama dengan yang diterima oleh Polri dari PPATK pada tahun 2009, maka
persoalannya adalah bagaimana LHA yang telah dilakukan penyelidikannya oleh Polri
dapat beralih ke Termohon tanpa ada proses penyerahan dari Penyidik Polri dan
tanpa menempuh proses koordinasi, supervisi atau pengambilalihan sebagaimana
diatur dan ditentukan dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU KPK. Terlebih lagi
dalam Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, Nomor: B/23/111/2012, Nomor: SRI-
39/01/03/2012, tanggal 29 Maret 2012, yaitu pasal 8 ayat (1), ditentukan bahwa
“Dalam hal PARA PIHAK melaknkan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk
menghindari duplikasi penyelidikan, maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban unink
menindaklanjuti penyelidikan adalab instansi yang lebib dabulu mengeluarkan surat perintah
penyelidikan atau atas kesepakatan PARA PIHAK”. Dengan demikian, jelaslah bahwa
penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan LHA yang dikeluatkan
oleh PPATK tersebut adalah melanggar hukum, dan oleh karenanya penentuan
Pemohon sebagai Tersangka dalam penyidikan yang merupakan kelanjutan dari
proses penyelidikan yang melanggar hukum tersebut, adalah tidak sah.
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17.

18.

19.

Setelah penetapan Pemohon sebagai Tersangka secara sewenang-wenang dan
melanggar hukum tersebut, ternyata Termohon baru kemudian memanggil saksi-saksi
untuk meminta keterangan terkait dengan LHA dari PPATK. Tindakan Termohon
yang baru melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi setelah proses penetapan
Pemohon sebagai Tersangka, membuktikan bahwa penetapan Tersangka tidak
didasarkan pada dua alat bukt sebagai bukti permulaan yang cukup sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 44 UU KPK.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 UU KPK Termohon dilarang mengeluarkan
surat penetapan penghentian penyidikan/SP3, sehingga orang yang secara keliru
ditetapkan sebagai Tersangka akibat tidak pemah dimintai keterangan/klarifikasi
tersebut, tetap harus ditahan, harus dicekal, tetap harus menjalani proses penyidikan,
penuntutan yang meruntuhkan harkat dan martabatnya serta keluarga dan handai

taulannya ikut menanggung malu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, memang sudab seharusnya sesuai dengan Asas
Kepastian Hukum, sepatutnya sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai
Tersangka “penerima suap” dan/atau “gratifikasi” tetlebih dahulu dimintakan
keterangan/klarifikasinya kepada Pemohon.

Bahwa tanpa dimintai keterangan/klarifikasi, dipanggil saja Pemohon tidak pernah
sama sekali. Jangankan tahu perstiwanya, rekening yang mana, di bank apa,
jumlahnya berapa, siapa pemberi atau yang menjanjikan, kapan dan terkait dengan
apa, Pemohon tidak pernah mengerti. Anehnya, Termohon justru lebih suka
mengumbar pernyataan di media massa daripada memperhatikan kepatutan dalam
asas kepastian hukum yang harus dijalankannya sesuai dalam Pasal 5 UU KPK. Alih-
alih jelas pernyataannya di media massa, justru yang jelas hanya ‘“keinginan”
Termohon untuk meruntuhkan harkat martabat Pemohon dan keinginan untuk

“mengintervensi” wewenang Presiden RI.

Apa yang telah dilakukan oleh Termohon seolah membenatkan apa yang
disampaikan oleh salah satu Ahli Hukum Pidana di Indonesia, Romli Atmasasmita
(salah satu ‘founding fathers” dari UU Tipikor dan UU KPK), dalam bukunya
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20.

Globalisasi dan Kejahatan Bisnis bahwa kondisi dan cara penegakan hukum dalam
Pemberantasan tindak pidana korupsi pada saat sekarang ini, terutama pasca
reformasi di Indonesia telah mengedepankan presumption of corruption daripada
sebaliknya. Praktik penegakan hukum yang dilakukan tersebut diperkuat lagi dengan
kondisi kebebasan pers yang luar biasa seperti sekarang ini, sehingga hal tersebut
membuat tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi mengalami dua kali degradasi
kemanusiaannya, yaitu ketika dinyatakan tersangka dan ketika dimuat dalam harian
nasional (#rzal by the press). Bahkan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Eddy
O.S. Hiariej dalam salah satu artikelnya (Menyikapi Putusan Bebas, KOMPAS - 7
Desember 2011) dapat dikatakan hampir semua tersangka/terdakwa tindak pidana
korupsi telah disebut sebagai koruptor, meskipun proses peradilan yang dijalaninya
belum ada putusan yang telah memvonisnya melakukan tindak pidana korupsi.
Tentunya hal ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh hukum itu sendin, karena
sebutan demikian hanya dapat disematkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang
telah divonis bersalah oleh pengadilan. Kondisi ini sebenarnya merupakan dampak
negatif dari penegakan hukum yang eksesif di dalam pemberantasan korupsi,
sehingga arah pemberantasan korupsi tanpa arahan yang jelas dan terukur melalui
suatu guality control assessment dari lembaga oversight body (termasuk Termohon) yang
independen dan memiliki integritas. Tegasnya, Pemohon tidak melihat hal tersebut
(sifat indepeneden dan integritas) pada diti Termohon dalam proses penetapan
Tersangka kepada Pemohon dalam kasus 4 gwo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon seolah lupa atau tidak sadar
atau tidak mau tahu, bahwa sebagaimana yang dituliskan oleh Eddy OS Hiariej
dalam bukunya tersebut di atas, hukum acara pidana sangat terikat dengan sifat
keresmiannya dan karakter hukum acara pidana yang sangat menjunjung tinggi
legalisme, yang berarti berpegang teguh pada peraturan, tatacara atau penalaran
hukum menjadi sangat penting dalam hukum acara pidana. Oleh karenanya menurut
Pemohon sudah seharusnya hukum dapat digunakan untuk melakukan koreksi oleh
Pengadilan terhadap tindakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh
Termohon yang dilakukan secara melanggar Asas Kepastian Hukum itu, dengan
menyatakan secara tegas bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon aguo adalah
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tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum yang
mengakibatkan Termohon tidak mempunyai kewenangan atau /ga/ standing untuk
melakukan proses penyidikan terhadap perkara 4 g#0 dan mewajibkan Termohon
untuk menyerahkan seluruh berkas perkara dan seluruh Laporan Hasil Analisis
(LHA) transaksi keuangan antara tahun 2003 s.d. 2009 terkait dengan perwira Polri
kepada penyidik asal dalam hal ini penyidik Polri, karena berdasarkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan secara
limitatif bahwa penyidik tindak pidana pencucian uvang yang berwenang hanya
penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau
proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait Penetapan diri
Pemohon sebagai Tersangka secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak
mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang
menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur dan cacat yuridis/
bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril
yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini
Pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah).

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran
hukum, dan sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum
Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan

aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana

pula pendapat Loebby Logman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemetiksaan

pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari

kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan

horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya

KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka

due process of law. Due process of law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai rule of /aw, akan tetapi
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merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia

€

merupakan “..a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after
trial.”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap
arbitrary action of the goverment. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk
meminimalisit penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (sbuse of power) dalam pelaksanaan
proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan
hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku,

dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan dir1 dari tindakan sewenang-wenang.

Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam
tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum
sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dar proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh
karenanya kami sangat berharap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat
menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON dalam kasus a gwe.
Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi
syarat keterbukaan (fransparancy) dan akuntabilitas publik (public accountabiliti) yang merupakan syarat-
syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi
manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan
dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan
seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim
Praperadilan yang memerdekakannya.

Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan
Soejono Soekanto mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat,
yaitu sebagai sarana kontrol (# %0/ of sosial kontrol) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa
sosial (4 ool of sosial ingieneering). Dengan adanya a too/ of secial contro/ ini maka pada dasarnya,
Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para
aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya seting melakukan tindakan yang kurang pantas,
sehingga' melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah
Praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan
terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi Praperadilan.
Selanjutnya hukum sebagai a 20/ of social engineering, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada
situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan.
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Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini
bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus
berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan
mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan
perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.
Petlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang
bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan
petlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi
dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui
upaya hukum Praperadilan ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum
Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan Putusan sebagat
berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomot: Sprin Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari
2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B UU
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak
berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan agwo tidak mempunyai kekuatan
mengikat;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana
sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B UU 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar
atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan ag#e tidak mempunyai kekuatan mengikat;
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4. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh berkas perkara dan seluruh Laporan
Hasil Analisis (LHA) transaksi keuangan antara tahun 2003 s.d. 2009 terkait dengan perwira
Polri kepada penyidik asal dalam hal ini penyidik Polri;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka

tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan
kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh
Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh

Termohon;

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aguo.
Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono).
Demikian permohonan Praperadilan ini kami sampaikan.

Hormat kami,
Kuasa/Penasihat Hukum Pemohon,

COr R

——
Ricky HP Sitohang, SH —Di. Agung Makbul, Drs. SH, MH

Anwar Efendi, SIK., SH, MH
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